
BUPATT PEI{AJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PtrRATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 22 T'AHUN 2O].9

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TRANSAKSI JUAL IP.E,LI
?ANAHIPERAI,IHAN HAK ATAS TANAH

DtrNGAI\ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

Mengingat

a.

b.

i.

2.

rt

bahwa seiring dengan pengumuman oleh Presiden Republik
Indonesia mengenai rencana Pemindahan Ibu Kota Negara
(Pusat Pemerintahan Nasionali dari Jakarta ke Provinsi
Kalimantan Timur, khususnya terkait dengan lokasi yang
sebagian meliputi rvilayah administrasi Kabupaten Penajam
Paser Utara, perlu dilakukan langkah-langkah pengawasan dan
pengenclalian kepemilikan tanah danlatau penguasaan tanah
selragai bagian dari upaya untuk menghindari kerugian Lragi
pemerintah dan/atau pemerintah daerah akibat terjadin3ra
transaksi jual/beli tanah di wilayah Kabr-lpaten Penjam Paser
Utara yang tidak terkendali dan tidak sesuai dengan ketentuan;

bahwa }:erdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengar,r,asan Dan Pengendaiian Transaksi JuailBeii Tanah
lPeralihan Hak Atas Tanah;

Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Unciang-Undang l.{omor 7 tahun 2OAZ tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41BZ);

Undang-Undang Nornor 2 Tah'-rn 2012 tentang Pengadaarr
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umurn
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280i;
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5587i sebagaii::.ana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZAH
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repuhrlik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2O14 tentang Adrninistrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
lirdoiiesia Nonior' 560 i ) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3
Tahun 2OL4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013-2033 (Lembaran
Daerah Kabupaten Penajarn Paser Utara Tahun 2Al4 Ncmcr 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATIJRAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN TRANSAKSI TRANSAKSI JUAL/BELI
TANAH/PERALIHAN HAK ATAS TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kernenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

fr),,
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4. Kecamatan adalah bagian u,ilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh
camat.

5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibaw,ah dan
bertanggungjawab kepada bupati secara langsung atau melalui sekretaris
daerah.

6. Kelurahan adaiah bagian rvilayah d,ari Kecamatan sebagai perangkat
Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

7" Lurah adalah pemimpin kelurahan -vang beracia dibaw.ah dan
bertanggungjan'ab kepada Bupati melalui camat.

B. Desa adalah kesatual masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
hlenvenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masr-arakat setempat trerdasarkan prakarsa masvarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisionai yang diakui dan dihormati dalam systern
pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa y-ang mempun-vai r,vewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

10. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai
dan mengatur agar kegiatan tra:rsaksi jual beli/peralihan hak atas tanah
ciapat ciilaksanakan seLragaimana mestinya.

11. Pengawasan adaiah kegiatan memantau, melaporkan, dan mengevaluasi setiap
kegiatan t.ransaksi jual beli/peraiihan hak atas tanah di daerah sesuai dengan
peratu ran perundang-undangan.

12. Peralihan hak atas tanah adalah beralihnl,a atau berpindahnva hak
kepemilikan sebidang tanah atau beberapa bidang tanah dari pemihk semula
kepada pemilik yang baru karena sesuatu atau perbuatan hukum tertentu.

BAB Ii
PENGAWASAN DAN PTNGENDALIAN TRANSAKSI JUAL/BELI TANAH

Pasal 2

{1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian transaksi
jual/beli tanah/peralihan hak atas tanah di Daerah.
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{2) Pelaksallaan penga{rasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan pada masing-masing wilayah kerjanl,a, oleh:

a. Bupati;

b. Camat;

c. Lurah;dan

d. KepalaDesa.

Pasal 3

(1i Dalam rangka Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian transaksi jual/beli
tanah/peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 2, para

I^L1^tf^,--l-n-ua.rriat, Lurai-i? Liall Kepaia L}esa:

a. melakukan monitoring perkembangan wilayahnya dalam hal kepemiiikan
danf atau penguasaan tanah terutama setiap transaksi jual hreli

tanah/peralihan hak atas tanah.

l:. Melakukan sosialisasi kepada masvarakat untuk:

1. berhati-hati terhadap terjadinya tr<laim dari siapa pun atas penguasaan
tanah ]-ang berada pada areal ).ang berstatus Kawasan Budidal,'a
Kehutanan (KBK) dan diatas konsesi pihak 1ain, antara lain: konsesi
l--1--------,- -----I--1- l--- t -L--- ,-,1- -,- --- --\ 1,1- - -- 1 --- - -,---KenuLanan. perKeDui.lail Oailia-LaU pei-talllDailgalli, lailail KOilSeivaSl,
hutan lindung dan lain-lain.

2. Tidak melakukan transaksi juai beli tanah/peralihan hak atas tanah di
daerah yang tidak sesuai dengan prosedur administrasi pertanahan yallg
1-rorlol,rr rlan fanna AiArrl.trn^.1o--o- oloo l-to1,.'o-n oa6trai lza*nnfrranuLrrcf\u uqrr (qrrl/q uruul\urr5 uu.rt6q1 r 4ruu rrqa\ Jcr(€i sLoual t\utvrlLustr.

3. Melaporkan setiap terjadi transaksi jual beli/peralihan hak atas tanah.

c. Melaporkan perkemLrangan di wilayahnya dalam ha1 kepemilikan dan/atau
penguasaan tanah secara berjenjan.g mulai tingkat Rukun Tetangga/Dusun.
Keiurahan/ Desa cian Kecamatan.

{2} Camat melaporkan kegiatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1} secara
periodik kepada Bupati.

(3) Setiap transaksi tanah r,vajib diketahui oleh Bupati dan mendapat persetujuan
atau tidak mendapat persetujuan dikarenakan Ibu Kota Negara dipindahkan ke
Kabupaten Penajam Paser Utara.

,



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
tsupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggai 2 September 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

ABDUL GAFUR MASUD

Diundangkan di Penajam
Pada tanggal 15 $*ptci;:i",i,:: ,l;ij1

SEKRETARIS DAERAH ICABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2}fi NOMOR ...,-

I


